SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 38
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

Menimbang :

Mengingat

DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam pelaksanaan operasional tempat pelelangan
ikan di Kabupaten Natuna, ada beberapa ketentuan yang
perlu dilakukan perubahan pada peraturan bupati
sebelumnya demi kelancaran pelaksanaan operasional
tempat pelelangan ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Natuna tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Menetapkan
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4230);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terukur (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6853);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8
Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai
Produksi Ikan Pada Saat didaratkan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 998);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat
Pelelangan lkan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor
38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 38) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Natuna:
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a. Nomor 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis  Penyelenggaraan dan  Pengelolaan  Tempat
Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2022 Nomor 234);

b. Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat
Pelelangan lkan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2023 Nomor 273);

Diubah sebagai berikut:
1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 11 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 C
Semua hasil Penangkapan lkan didaratkan di Pelabuhan
Perikanan dan di jual secara lelang di TPl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 minimal 20 % (dua puluh persen)
dari hasil tangkapan yang ada di palka kapal penangkapan.

2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 15 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 B

Proses pelelangan ikan secara terbatas dilakukan sebagai

berikut:

a. Melelang 20% dari keseluruhan hasil tangkapan yang
ada pada kapal penangkapan;

b. Ikan yang dilelang dihitung untuk di lelang diberikan
nota timbang dan nota lelang; dan

c. Juru lelang menetapkan harga lelang ikan mengacu
kepada Harga Acuan Ikan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NATUNA,
ttd

NIP. 197306142000122004 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 299



